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Abstract. This study discusses the social conflict that occurred between workers in Bahodopi District,
Morowali Regency, which was triggered by misunderstandings, differences in interests, and weak
communication between groups. The researcher used a regional approach as a method of conflict
resolution, taking into account the social, cultural, and geographical conditions of the local area. The
method used was qualitative with case studies. Data were collected through interviews and
documentation of community leaders, government, and worker representatives. The results of the study
showed that conflict resolution was carried out through cross-sector cooperation, such as limiting
unauthorized group activities and strengthening the role of harmony figures. The role of the government
is very important in mediation and social supervision, especially through regulation and cross-ethnic
communication. The regional approach has proven effective in creating a peaceful atmosphere and
preventing similar conflicts from recurring

Keywords : Settlement mechanism, Social conflict, Territorial approach

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik sosial yang terjadi antara para pekerja di Kecamatan
Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang dipicu oleh kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, dan
lemahnya komunikasi antar kelompok. Peneliti menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai
metode penyelesaian konflik, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis
wilayah setempat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan
melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pemerintah, dan perwakilan
pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui kerjasama
lintas sektor, seperti pembatasan kegiatan kelompok tanpa izin dan penguatan peran tokoh
kerukunan. Peran pemerintah sangat penting dalam mediasi dan pengawasan sosial, terutama
melalui regulasi dan komunikasi lintas etnis. Pendekatan kewilayahan terbukti efektif dalam
menciptakan suasana damai dan mencegah konflik serupa terulang kembali.

Kata Kunci : Mekanisme penyelesaian, Konflik sosial, Pendekatan kewilayahan
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Pendahuluan

Konflik sosial merupakan suatu perselisihan yang terjadi antar anggota masyarakat
yang sering ditemukan di setiap wilayah. Akbar (2022) mengatakan bahwa “masalah
konflik sosial masih menjadi persoalan serius yang terjadi hingga saat ini, konflik yang
terjadi melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah.” Konflik sosial ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, baik
dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu media strateginews
(2024) memberitakan masalah adanya konflik sosial di Bahodopi bahwa “pada hari
senin tanggal 7 juni 2024 telah terjadi konflik sosial yang dilakukan oleh para pekerja
yang di sebabkan karena kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Mencermati
permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bahodopi saat ini adalah
suatu wilayah pertarungan (battle area) karena seringnya di temukan konflik sosial
antara pekerja.

Di dalam geografi permasalahan seperti ini sangat berperan penting untuk
membentuk struktur sosial terjadinnya konflik salah satunya yaitu faktor geografis,
sumber daya alam, batas wilayah, serta kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang dimana wilayahnya
sering terjadi konflik sosial sehingga masih menjadi masalah sampai saat ini. Konflik
di Sulawesi Tengah sering kita temukan di beberapa wilayah salah satunya yaitu
daerah Kabupaten Morowali. Priyambada, (2023) Konflik sosial di daerah Kabupaten
Morowali tepatnya di Kecamatan Bahodopi merupakan sebuah konflik jenis
interpersonal. Menurut Sjafari (2017) Konflik interpersonal merupakan konflik yang
muncul di antara dua individu. Konflik interpersonal biasa muncul di antara rekan
kerja, teman, anggota keluarga, atau antara supervisor dan karyawan. dengan adanya
suatu konflik sosial ini selalu melibatkan antara para pekerja pendatang.

Konflik ini sering dilakukan oleh para pekerja yang disebabkan oleh berbagai
macam masalah sehingga terjadilah perkelahian, maka mekanisme penyelesaian
konflik yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk
menyelesaikan bentuk permasalahan di suatu wilayah baik secara geografis, sosial,
ataupun budaya. Dalam pendekatan kewilayahan ini melibatkan masyarakat atau
pemangku kepentingan lokal untuk dapat menemukan solusi sesuai dengan
karakteristik wilayahnya.

Wibowo et al., (2021) menyatakan bahwa “Mekanisme penyelesaian konflik yang
dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrasi yang
dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian,
hingga saat ini belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum
yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.” Fauzi (2023) menyampaikan
bahwa “mekanisme penyelesaian merupakan upaya untuk mengakhiri atau
menyelesaikan perselisihan atau pertentangan antara pihak-pihak yang berbeda.”
Mekanisme memiliki arti rangkaian untuk menyelesaikan masalah untuk mengurangi
kegagalan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Konflik sosial merupakan
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ketegangan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berupaya untuk
melukai, menghancurkan, atau membuat pihak lain merasa tidak berdaya atau tidak
berarti (Mesra et al., 2023).

Mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan kewilayahan berupaya
memperkuat ketahanan sosial dan menciptakan solusi yang berkelanjutan, sesuai
dengan konteks spesifik wilayah yang terdampak konflik. Seperti yang dinyatakan oleh
Yusuf (2023) bahwa”wilayah adalah sebuah keputusan politik yang dalam praktiknya
dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional.” Kewilayahan
sering di katakan sebagai pendekatan geografi karena menyatukan sebuah
pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi.

Pada pendekatan ini sangat mendorong adanya kolaborasi antar berbagai
masyarakat untuk menciptakan suasana yang baik dan inklusif dalam komunitas.
Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali merupakan wilayah kawasan industri
berbasis nikel, sehingga ketika menjadi sebuah kawasan industri dapat membawa
dampak pada mobilitas penduduk yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial
sehingga dapat untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh
pemerintah dan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian
ini bertujuan menemukan masalah, memecahkan masalah, dan mengembangkan
pengetahuan baru melalui pendekatan kewilayahan. Penelitian ini dapat mengungkap
kebenaran secara variabel yang saling terikat dan memengaruhi satu sama lain.
Metode penelitian sebagai cara yang terencana, sistematis, ilmiah, dan rasional untuk
mengumpulkan fakta.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi
Tengah, penelitian di wilayah Bahodopi ini dilakukan berdasarkan kasus konflik sosial
yang sering terjadi yang dilakukan selama bulan November 2024 sampai selesai.
Subjek penelitian yang berfungsi sebagai informasi dan data yang banyak berguna
dalam menganalisis sebuah masalah. Peneliti terlebih dahulu menentukan informasi
dilapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis berarti memaknai dan
menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Listyawati, 2019)

Rusandi & Muhammad Rusli, (2021) mengemukakan “Metode penelitian kualitatif
lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah
daripada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan, hal itu dapat dilihat dari
beberapa jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif.” Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dan analisis. Deskriptif
dalam arti penelitian kualitatif yaitu menggambarkan serta menjabarkan peristiwa,
fenoma dan situasi sosial yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan november 2024 di Kecamatan Bahodopi
Kabupaten Morowali. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan secara
purposive sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja oleh
peneliti dengan kriteria tertentu yang ada pada informan. Jumlah informan sebanyak
7 orang, dimana informan tersebut sudah mewakili seluruh elemen masyarakat yang
dianggap memahami tentang situasi dan kondisi konflik sosial di Bahodopi Hasil

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 1. Jumlah narasumber berdasarkan status sosial

Status

No . Jumlah Persenta
informan °
orang se %
1 Tokoh 1 14,29%
masyarakat/
kerukunan
2 Pekerja 4 57,14%
3 Pemerintah 2 28,57%
Total 7 100%

Berdasarkan tabel 1 diatas Data menunjukkan pembagian informan berdasarkan
status atau latar belakang mereka, yang terdiri dari 7 orang secara total. Persentase
menunjukkan proporsi masing-masing kelompok dari jumlah keseluruhan informan.
Tokoh masyarakat/kerukunan (14,29%) Hanya 1 orang dari total 7 informan yang
berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan.

Ini menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan bagian yang kecil dari total
informan, sekitar 14,29%, atau kurang dari seperlima Pekerja (57,14%)
Kelompok ini mendominasi jumlah informan, dengan 4 orang atau 57,14% dari total.
Ini berarti lebih dari setengah dari semua informan berasal dari kalangan pekerja,
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menunjukkan bahwa perspektif pekerja lebih banyak diwakili dalam data ini.
Pemerintah (28,57%) Sebanyak 2 orang informan berasal dari unsur pemerintah, yang
mencakup 28,57% dari keseluruhan. Ini menandakan hampir sepertiga dari total
informan memiliki latar belakang sebagai aparatur pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 7 informan, diketahui bahwa mayoritas
informan berasal dari kalangan pekerja, yaitu sebanyak 4 orang (57,14%). Sementara
itu, 2 orang (28,57%) merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, dan hanya 1
orang (14,29%) yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan.
Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan yang dikumpulkan dalam kajian ini lebih
banyak merepresentasikan pengalaman dan perspektif pekerja, dengan proporsi yang
cukup signifikan. Meski demikian, keterlibatan unsur pemerintah dan tokoh

masyarakat tetap memberikan variasi sudut pandang yang berharga dalam analisis.
Tabel 2 Nama dan identitas responden

No Inisial Umur Jenis ) Profesi Asal
kelamin
1 IL 4l Lakilaki ot Bahodopi
an
2 AG 24 Laki-laki Pekerja  Bahodopi
3 EB 24 Laki-laki = Pekerja Bahodopi
4 AN 44 Laki-laki Pemerint Keurea
ah
S AB 29 Laki-laki = Pekerja Bahomak
mur
6 IH 26 Laki-laki = Pekerja  Bahodopi
7 SL 32 Perempu Pemerint
an ah Bahodopi

Berdasarkan tabel 2 di atas menjelaskan nama dan identitas responden dengan inisial
nama dan kriteria sebagai berikut

1. IL (41 tahun, laki-laki) Seorang ketua kerukunan sekaligus tokoh masyarakat
yang sangat dihormati di Bahodopi. Ia memiliki peran sentral dalam
menyelesaikan konflik karena mampu mengkoordinasi para pendatang dan
menjalin kerja sama dengan pemerintah serta aparat keamanan.

2. AG (24 tahun, laki-laki) Merupakan seorang pemuda dan pekerja di PT IMIP yang
telah lama tinggal di Bahodopi. Ia pernah terlibat konflik dan merasa waspada
ketika berada di luar rumah. la menggambarkan kondisi psikologis para
pemuda pendatang pasca konflik yang penuh kehati-hatian.

3. EB (24 tahun, laki-laki) Pendatang dari suku Bugis yang juga pernah terlibat
langsung dalam konflik pada 7 Juni 2024. Ia menilai konflik sebagai masalah
pribadi di tempat kerja yang seharusnya tidak meluas menjadi konflik sosial.

4. AN (44 tahun, laki-laki) Seorang pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan
Bahodopi dan juga tokoh adat serta pemuda. la berperan aktif sebagai mediator
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konflik atas nama pemerintah dan masyarakat. Ia terlibat dalam merancang
kebijakan dan langkah strategis untuk mencegah konflik berulang.

5. AB (29 tahun, laki-laki) Pendatang dari Sulawesi Selatan yang bekerja di PT IMIP
dan sering berada di lokasi saat konflik terjadi. la merasa malu dengan
seringnya konflik, terutama karena pelakunya banyak dari wilayah asalnya. Ia
menginginkan perdamaian agar masyarakat tidak semakin dirugikan.

6. IH (26 tahun, laki-laki) Seorang pemuda dan pekerja di PT IMIP yang pernah
mengalami konflik karena kesalahpahaman kecil dengan teman sekampung. la
menekankan pentingnya menghindari konflik yang tidak perlu demi menjaga
keharmonisan.

7. SL (32 tahun, perempuan) Satu-satunya tokoh perempuan dalam wawancara,
menjabat sebagai sekretaris desa Bahodopi. la menyoroti pentingnya kerja sama
lintas elemen masyarakat (pemerintah, ketua kerukunan, aparat) dalam
menangani konflik. Ia juga menyatakan bahwa akar konflik seringkali adalah
kesalahpahaman kecil.

Selanjutnya berdasarkan tabel 2 diatas menjelaskan berbagai identitas
responden yang berasal dari latar belakang yang beragam: masyarakat adat,
pemuda pekerja, hingga pejabat desa. Umumnya mereka sepakat bahwa konflik
sosial di Bahodopi dipicu oleh kesalahpahaman kecil, perbedaan budaya, dan
kurangnya komunikasi. Penyelesaian konflik dianggap efektif jika dilakukan
dengan pendekatan kewilayahan, melalui kerja sama antara pemerintah, tokoh

masyarakat, kerukunan, dan aparat.
Tabel 3. Frekuensi isi kunci dalam wawancara

Tema Jumlah
Responden Persenta
se %
kesalapaham
an in dgzi du S responden
Perlunya 6 responden 86%
kerjasama
kerukunan
Peran S responden 71%
pemerintah
lokal
Kegiatan 4 responden S7%
Pemicu
Perubahan S responden 71%
perilaku

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan isi
kunci dalam wawancara, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas
responden percaya bahwa kesalahpahaman antar individu, peran pemerintah
lokal, dan perubahan perilaku pasca konflik adalah faktor penting yang
mempengaruhi terjadinya konflik atau bagaimana konflik dikelola.
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Pembahasan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari pemerintah dalam
menyelesaiakan Konflik sosial di Kecamatan Bahodopi yang merupakan suatu konflik
interpersonal yang dimana konflik ini melibatkan antara para pekerja yang disebabkan
oleh berbagai faktor sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang diterapkan
oleh pemerintah dan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan
kewilayahan. Konflik sosial merupakan ketegangan antara dua orang atau lebih di
mana salah satu pihak berupaya untuk melukai, menghancurkan, atau membuat
pihak lain merasa tidak berdaya atau tidak berarti (Mesra et al., 2023).

Yusuf (2023) bahwa ”wilayah adalah sebuah keputusan politik yang dalam
praktiknya dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional.”
Kewilayahan sering di katakan sebagai pendekatan geografi karena menyatukan
sebuah pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Pada pendekatan kewilayahan
ini bahwasannya dapat memandang sebuah masalah, perbedaan, serta struktur atau
fenomena didalam satu ruang.

Hasil perhitungan data yang telah dilakukan dengan cara purposive sampling
dengan merancang kerangka berpikir oleh peneliti seperti yang dikatakan oleh Fallenia
et al (2023) bahwa mengilustrasikan alur pikir harus sesama berhubungan dengan
variabel yang diteliti sehingga biasa disebut sebagai paradigma atau model penelitian.
Penelitian ini enunjukan bahwa mayoritas informan berasal dari kalangan pekerja,
yaitu sebanyak 4 orang (57,14%). Sementara itu, 2 orang (28,57%) merupakan
perwakilan dari unsur pemerintah, dan hanya 1 orang (14,29%) yang berasal dari
kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan. Kegiatan yang dilakukan dengan
menggunakan kamera foto atau kamera audio-visual ataupun wawancara sebuah
wawancara yang bebas dan pedoman wawancaranya hanya berupa garis-garis besar
suatu permasalahan yang akan ditanyakan (Syafutra et al., 2023). Sehubungan
dengan itu, dokumentasi yaitu rekaman suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di
lapangan yang dinamai juga dengan kata ilmu dokumenter (Lembaga, 2013).

Dewi (2021) bahwa “Pengembangan wilayah merupakan topik kajian yang
kompleks untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis strategi
pengembangan wilayah akan mencapai keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Analisis
HINCO membantu dalam merumuskan kondisi demografis dan kewilayahan suatu
daerah untuk mencapai pengembangan wilayah yang baik.”

Safithri et al (2023) mengatakan “konflik ini sebagian besar hanya disebabkan
oleh masalah-masalah yang bersentuhan dengan pemuda, misalnya persaingan atas
sesuatu hal, persoalan bersenggolan di jalanan, saling ejek antar anak muda, kalah
pertandingan olahraga atau masalah perselisihan anak muda lainnya.” Dengan
adanya penelitian diharapkan untuk dapat dipahami serta diketahui bagaimana saja
mekanisme yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah konflik sosial
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dikehidupan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan serta
bermanfaat untuk peneliti berikutnya.

Nasa & Nuwa, (2021) menyatakan “Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu
menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. Nilai-nilai itu menjadi
pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup
tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.”
Cinu (2017) mengemukakan bahwa “dengan munculnya konflik ini senjata dengan
jenis sederhna, seperti senjata tradisional yang dipakai dalam konflik dapat berakibat
fatal bagi kelompok tersebut, karena dalam situasi perang, tujuan utama yang harus
dicapai, adalah bagaimana korban dari pihak lawan dikalahkan.” Konflik sosial
menjadi suatu referensi karena sangat dinamis, mengingat setiap kelompok
masyarakat mempunyai sikap yang sangat berbeda dalam menghadapi sebuah
masalah.

Pertemuan pertama Konflik Bersifat Interpersonal dan Dipicu Kesalahpahaman
Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Bahodopi utamanya bersifat interpersonal.
pekerja, dan sering kali bermula dari hal-hal sepeleh, kesalahpahaman,perbedaan
kebiasaan, dan perbedaan nilai antar kelompok etnis.

Pertemuan kedua Penyelesaian Dilakukan Melalui Pendekatan Kewilayahan
Pemerintah setempat (terutama di tingkat kecamatan dan desa) mengatasi konflik
dengan mengacu pada karakteristik wilayah, yaitu:

Menyadari perbedaan latar belakang etnis dan sosial tiap desa.

Menerapkan regulasi khusus untuk setiap bentuk perkumpulan, termasuk
permukiman berbasis etnis. Melibatkan tokoh kerukunan, tokoh adat, dan tokoh
pemuda sebagai mediator konflik.

Pertemuan ketiga bahwa Masalah sebenarnya yang menyebabkan konflik yaitu
hubungan yang saling berinteraksi dalam konflik seperti konflik, sikap, perilaku.
Seperti yang dikatakan oleh Wahyuni et al (2023) “Segitiga konflik merupakan sebuah
model yang digunakan dalam menganalisis suatu konflik sosial, yaitu dengan cara
mengidentifikasi serta mengkategorikan berbagai macam aspek dan dimensi konflik.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyadari bahwa pentingnya komunikasi,
kerjasama antara pemerintah maupun ketua-ketua kerukunan disetiap wilayah
seperti yang dikatakan (Janah et al., 2023) bahwa konflik-konflik tersebut di sebabkan
oleh beragam masalah, mulai dari masalah dalam pekerjaan, kesalah pahaman antara
kedua belah pihak, dan beragam masalah lainnya. Penyebab terjadinya konflik sosial
masyarakat yaitu adanya perbedaan individu dalam memahami dan menyikapi suatu
permasalahan, serta adanya perbedaan kepentingan. Tetapi menurut Hasdin, &
Nasran (2021) menyatakan bahwa “Kondisi karakter bangsa belakangan ini kian
mengkhawatirkan dan meresahkan. Pertentangan, pencurian, perampokan,
pembunuhan, perusakan alam, penyalahgunaan kekuasaan, narkotika, dan berbagai
perbuatan asusila lainnya terus berlangsung. Maka dari itu Pemerintah perlu program
sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar sadar akan
hal tersebut serta diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah
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kecamatan, desa, kepolisian, dan lembaga adat dalam menerapkan kebijakan yang
berorientasi pada stabilitas sosial jangka panjang.

SIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Bahodopi,

Kabupaten Morowali. antara pekerja yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti
perbedaan kepentingan, dan kesalahpahaman yang sering kali berakhir pada
ketegangan antar kelompok. Dalam menghadapi konflik ini, pendekatan kewilayahan
digunakan sebagai strategi utama dalam penyelesaian, dengan mempertimbangkan
karakteristik sosial, dan geografis.
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